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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
pendidikan anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada ibu di Kelurahan Ketintang, Kecamatan 
Gayungan, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan berupa dokumentasi, angket, dan wawancara. Hasil dokumentasi digunakan untuk 
mendapatkan gambaran keadaan PKK dan jumlah KDRT yang terjadi di Kelurahan Ketintang. Angket 
digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala sosialisasi anti KDRT. Wawancara digunakan untuk 
memperjelas dan memperkuat hasil angket terkait pelaksanaan dan kendala sosialisasi anti KDRT. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 44 responden. Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pendidikan anti KDRT melalui sosialisasi oleh PKK menunjukkan penilaian baik yang dibuktikan 
dengan perolehan skor rata-rata 100. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan anti KDRT mengalami kendala 
berarti yang dibuktikan dengan perolehan skor rata-rata 112. 
Kata kunci : peran PKK, sosialisasi, ibu 
 
 Abstract 
This study intend to describe the role of Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) in the anti domestic 
violence education (KDRT) in the mother in the Ketintang village, district Gayungan, Surabaya city. This study 
used quantitative descriptive approach. Data collection techniques used in the form of documentation, 
questionnaires, and interviews. Results of the documentation used to get a picture of the PKK and the number of 
domestic violence occurring in Ketintang village. The questionnaire used to determine the implementation of the 
anti-domestic violence and socialization problems. Interviews are used to clarify and strengthen the results of the 
questionnaire related to the implementation and dissemination constraints anti domestic violence. The sample 
used in this study amounted to 44 respondents. The results of quantitative research shows that the 
implementation of the anti-domestic violence through awareness education by PKK showed good judgment as 
evidenced by the acquisition of an average score of 100. Meanwhile, in the implementation of anti-domestic 
violence education experienced significant obstacles as evidenced by the acquisition of an average score of 112. 
Keywords: the role of the PKK, socialization, mother 
 
PENDAHULUAN 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan 
penting sebagai wadah dalam aktivitas perempuan (ibu–
ibu) di masyarakat. PKK berdiri sebagai bentuk dan 
wadah partisipasi serta pendidikan bagi masyarakat. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 5 yang 
berbunyi : Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah 
gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang 
tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan 
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan  
 
 
mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran 
hukum dan lingkungan. 
Gerakan PKK mempunyai andil yang besar 
terhadap pendidikan keluarga dalam masyarakat guna 
terwujudnya keluarga yang beradab, berbudaya, 
sejahtera, maju, mandiri, hidup dengan suasana harmonis 
yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. PKK tumbuh sebagai bentuk wadah dan 
partisipasi masyarakat pembangunan. Keberadaan PKK 
yang tidak melekat pada organisasi manapun menjadikan 
organisasi ini benar-benar terbuka pada perempuan mana 
saja.  
Keberadaan PKK sebagai organisasi perempuan 
banyak dikritisi karena keberadaannya yang menguatkan 
posisi perempuan dilingkup domestik. Selain itu, PKK 
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juga dianggap sebagai organisasi yang mampu memutus 
rantai pathriaki kehidupan. Ke-organisasian PKK dalam 
masyarakat bersifat netral dan terbuka bagi dan kepada 
perempuan. Tim Penggerak PKK adalah warga 
masyarakat, bagi perempuan, perorangan, bersifat 
sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, parpol, 
lembaga, atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, 
pelaksana, dan pengendali gerakan PKK. Keanggotaan 
PKK adalah perempuan (ibu) yang mana bersentuhan 
langsung dengan pendidik pertama dan utama di rumah, 
sehingga dapat membantu dalam terwujudnya visi dan 
misi dari PKK. Salah satu misi dari PKK adalah 
meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan 
menghayati dan mengamalkan Pancasila serta 
meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai 
dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, 
meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong-
royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, 
serasi dan seimbang.  
Gilin dan Gilin dalam (Soekanto, 1993:185), suatu 
lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-
pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud 
melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-
hasilnya. Salah satunya yakni PKK, yang berperan 
penting dalam upaya pendidikan dan pemahaman tentang 
anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada 
masyarakat. Melalui kegiatannya di masyarakat, salah 
satu peran PKK yakni memberikan pendidikan tentang 
anti KDRT. Mengacu salah satu amanat penting dalam 
Progam Pokok PKK yakni butir pertama tentang 
penghayatan dan pengamalan Pancasila. Maka, hal ini 
memandang pentingnya nilai pendidikan, dan 
pemahaman tentang tentang pemahaman trafficking dan 
anti KDRT. 
Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga 
dapat terjadi kepada siapa saja baik istri, anak maupun 
orang lain yang terdapat dalam lingkungan rumah 
tinggal. Berbagai macam kasus KDRT terjadi karena 
faktor yang paling mendasar yakni minimnya pendidikan 
tentang anti KDRT. Implementasi pendidikan anti KDRT 
sangat penting guna menjamin terselenggaranya 
kehidupan yang beradab dengan menjujung kebebasan 
tiap-tiap individu. Upaya menekan KDRT adalah 
tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat 
tanpa terkecuali baik pemerintah, organisasi 
kemasyaratan, maupun warga masyarakat yang berada di 
dalamnya.  
Melalui aktivitas dalam pendidikan anti KDRT, 
PKK berperan hingga tingkat keluarga dengan harapan 
dapat meningkatkan kepribadian dan menjujung tegaknya 
HAM dalam keluarga. Maka, PKK dalam upaya 
pendidikan anti KDRT yakni melalui media sosialisasi 
(komunikasi, informasi, pembekalan, sarasehan, fasilitasi, 
monitoring, pendampingan). Melalui Kelompok Kerja I 
(POKJA I), aktivitas pendidikan anti KDRT oleh PKK 
diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi. Pendidikan 
anti KDRT melalui sosialisasi oleh PKK berupaya 
memberikan layanan berupa informasi dan pembekalan 
anti KDRT kepada masyarakat, fasilitasi tentang 
pendidikan anti KDRT, motivasi, serta pendampingan 
dalam pengenalan dan pendidikan anti KDRT. Sehingga 
dengan adanya komunikasi, pembekalan, informasi, 
fasilitasi, pendampingan, diharapkan PKK mampu 
memberikan pemahaman guna penerapan penegakkan 
anti KDRT di masyarakat. 
Sosialisasi selalu berawal dari rumah dan dalam 
proses itu orang tua adalah agen sosialisasi dalam 
pemahaman tiap-tiap individu. Orang tua meletakkan 
kerangka nilai dan karakteristik awal pada setiap anak 
tentang bagaimana penerapan penghormatan atas 
kebebasan orang lain serta bagaimana menghargai orang 
lain. Menurut Soekanto (1993:386) di dalam keadaan 
yang normal, lingkungan pertama yang berhubungan 
dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya 
yang lebih tua (kalau ada), serta mungkin kerabat 
dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan 
itulah anak akan mengalami proses sosialisasi awal dan 
mengenal dunia sekitar serta pola pergaulan hidup yang 
berlaku sehari-hari. Orang tua adalah seseorang yang 
meletakkan dasar dan kerangka berfikir anak terhadap 
suatu hal. Bukan hanya pada anak, kapasitas ibu sebagai 
orang tua mampu meletakkan dasar dan kerangka berfikir 
pada orang lain (suami, anggota keluarga lain dalam 
rumah, tetangga, dsb). 
Sejalan dengan peran ibu sebagai pengayom dalam 
keluarga, ibu juga berperan sebagai motor penggerak 
PKK baik sebagai pengurus maupun anggota. Hal ini 
dapat dimanfaatkan secara strategis dalam memudahkan 
transfer pendidikan anti KDRT dari PKK kepada 
masyarakat. Dalam kepengurusan dan keanggotaan PKK, 
ibu berperan strategis dalam berbagai aktivitas yang 
berkaitan dengan PKK terhadap keluarga dimasyarakat. 
Oleh karena itu, dalam aktivitas kerja PKK ibu juga 
berperan dalam memudahkan pencapaian tujuan maupun 
sasaran. Peran ganda ibu sebagai motor penggerak PKK 
dan pengayom dalam kelurga diharapkan mampu 
menjadi penghubung antara PKK, masyarakat dan 
keluarga. Selain itu, ibu sebagai motor penggerak PKK 
dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi terkait 
kendala yang dihadapi PKK. Sehingga, peran aktif ibu 
sebagai penghubung dapat memudahkan penyampaian 
pendidikan anti KDRT. 
Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendasari 
keinginan peneliti untuk meneliti peran PKK dalam 
Pendidikan Anti KDRT di Kelurahan Ketintang, 
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dan dapat 
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dirumuskan 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan 
pendidikan anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan bagaimana 
kendala dalam pelaksanaan sosialisasi anti KDRT oleh 
PKK PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan 
Kota Surabaya.   
Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan 
dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh 
beberapa peneliti diantaranya : Pada penelitian pertama 
“Penguatan Fungsi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) di Pedesaan Dalam Pendidikan Gender Untuk 
Menyiapkan Karakter Anak Menuju Kehidupan 
Demokratis di Era Globalisasi” memfokuskan peran PKK 
dalam mengembangkan progam pendidikan gender 
menuju demokrasi secara terprogam. Melalui aktivitas 
pendidikan gender yang selama ini menguatkan ideologi 
gender patriarkhi, maka PKK merancang sarana dan 
wadah untuk menanamkan ideologi egalitarian dalam 
rangka mewujudkan kehidupan demokrasi. Adapun pihak 
yang terkait dengan penelitian tersebut yakni ibu 
pengurus PKK dan ibu anggota aktif PKK Kecamatan 
Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Sedangkan 
produk yang dihasilkan terkait penelitian tentang gender 
dan demokrasi sesuai problem dan rancangan adalah (a) 
Buku bacaan wawasan gender dan demokrasi (b) Buku 
saku wawasan gender dan demokrasi, buku saku 
karakter-karakter demokratis  (c) Media permainan 
simulasi gender. 
Pada penelitian kedua, “Peran Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung 
Progam-Progam Pemerintah Kota Bontang” 
memfokuskan pada peran PKK sebagai fasilitator dalam 
mendukung program pemerintah Kota Bontang. Melalui 
penelitian ini menunjukkan peran PKK sebagai fasilitator 
dalam mendukung program pemerintah Kota Bontang 
belum optimal disebabkan karena kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam berorganisasi dan kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam 
keluarga serta kurangnya perhatian pemerintah dalam 
memberikan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PKK 
untuk mendukung program-program pemerintah Kota 
Bontang. Melalui aktivitasnya PKK telah mengadakan 
penyuluhan guna mendukung program pemerintah Kota 
Bontang sudah berjalan dengan baik, penyuluhan sudah 
dilaksanakan secara rutin dan kegiatan tersebut bertujuan 
untuk memotivasi dan menggerakkan keluarga agar peka 
dengan keadaan yang sedang terjadi. Adapun pihak yang 
terkait dengan penelitian tersebut adalah ibu pengurus 
PKK Kota Bontang, masyarakat dan pemerintah Kota 
Bontang (Dinas/Instansi yang berkaitan dengan 
penelitian). Hasilnya, PKK Kota Bontang sudah 
memberikan dukungan untuk pemerintah dalam 
menjalankan berbagai program baik di bidang 
pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. 
Pada penelitian ketiga, “Peran Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan  Keluarga (PKK)  Di Kota Malang : Dalam 
Perspektif Kajian Budaya” memfokuskan pada peran 
PKK yang dilihat dari perspektif budaya. Penelitian 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
munculnya PKK adalah: politik, ekonomi, sosial dan 
budaya. Faktor ekonomi merupakan faktor paling 
berpengaruh pada awal kemunculan PKK, namun dalam 
perkembangannya faktor politik menjadi dominan karena 
terjadinya politisasi gerakan perempuan. Melalui 
aktivitasnya PKK muncul dengan konsep kesetaraan dan 
keadilan gender, yaitu makna keharmonisan, makna 
solidaritas, makna keadilan, makna keselarasan, dan 
makna keseimbangan yang berupaya membentuk 
kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Adapun pihak 
yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah ibu 
pengurus PKK Kota Malang. Produk yang dihasilkan 
penelitian ini berupa konsep paradigma kelembagaan 
yang dikembangkan PKK yakni paradigma dari atas ke 
bawah (top down) dan bergerak dari konsep pendidikan, 
pembinaan, dan pemberdayaan. 
PKK menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bab I Pasal 
1 Ayat 5 : Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam 
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 
pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju 
terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 
luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan 
keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.  
Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya 
Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar keluarga 
dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim Penggerak 
PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi 
Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, 
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada 
masing – masing jenjang demi terlaksananya program 
PKK. Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat, 
perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili 
organisasi, golongan, parpol, lembaga, atau instansi, dan 
berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali 
gerakan PKK. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga, Bab IV Pasal 5 Ayat 2 : 10 
(sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : (1)Penghayatan dan 
Pengalaman Pancasila, (2)Gotong royong, (3)Pangan, 
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(4)Sandang, (5)Perumahan dan tata laksana rumah 
tangga, (6)Pendidikan dan keterampilan, (7)Kesehatan, 
(8)Pengembangan kehidupan berkoperasi, (9)Kelestarian 
lingkungan hidup, (10)Perencanaan sehat. 
Pada kegiatan sosialisasi, individu dalam 
masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia 
dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu 
itu berada. Sehingga, proses sosialisasi merupakan proses 
transmisi kebudayaan antar generasi, karena tanpa 
sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu 
generasi, Soe’oed dalam (Ihromi, 1999:30). Syarat 
penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah 
interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi 
tidak mungkin berlangsung. Menurut Goslin dikutip 
Soe’oed dalam (Ihromi, 1999:30), sosialisasi adalah 
proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh 
pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma agar ia 
dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok 
masyarakat. 
Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk 
sosial sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sampai 
meninggal dunia. Karena interaksi merupakan kunci 
berlangsungnya proses sosialisasi maka diperlukan agen 
sosialisasi, yakni orang-orang di sekitar individu tersebut 
yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma 
tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Agen sosialisasi merupakan significant others (orang 
paling dekat) dengan individu, seperti orang tua, kakak-
adik, saudara teman sebaya, guru instruktur dan lain 
sebagainya. 
Sosialisasi dapat berlangsung secara tatap muka, 
tapi biasa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui 
sarana media, atau surat-menyurat, bisa berlangsung 
secara formal maupun informal, baik sengaja meupun 
tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi 
kepentingan orang yang disosialisasikan ataupun orang 
yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan 
tersebut bisa sepadan ataupun bertentangan. 
Pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan 
diorganisasikan secara sistematis. Pendidikan dewasa 
dirumuskan sebagai suatu proses yang menumbuhkann 
keinginan  untuk bertanya dan belajar secara 
berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar bagi orang 
dewasa berhubungan dengan bagaimana mengarahkan 
diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya, 
Pannen dalam (Suprijanto, 2005:11). Pendidikan orang 
dewasa/andragogi berbeda dengan pendidikan anak-
anak/pedagogi. Pendidikan anak-anak berlangsung dalam 
bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan pendidikan 
orang dewasa berlangsung dalam bentuk pengarahan diri 
sendiri untuk memecahkan masalah. 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang 
- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
Bab I Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Kekerasan dalam 
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga. 
Saat ini kasus kekerasan terjadi hingga lingkup 
rumah tangga. KDRT terhadap istri dan anak adalah 
segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
suami terhadap istri maupun anak yang berakibat 
menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, 
termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi 
dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan 
antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara 
verbal, tidak adanya kehangatan emosional, 
ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk 
mengendalikan istri. Menurut MacIver dan Page dalam 
(Soekanto, 1993:19), kebiasaan (folkways) mempunyai 
kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. 
Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang 
diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti 
bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. 
Berdasarkan definisi tersebut, bahwa kekerasan yang 
terjadi secara diulang-ulang akan membentuk suatu 
kebiasaan yang dapat menimbulkan berbagai dampak. 
Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terwujud 
dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal 
yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih 
fatal dimasa yang akan datang. Pemerintah sebagai pihak 
yang berkuasa telah berupaya menegakkan aturan dengan 
diadakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
Bab I Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:Kekerasan dalam 
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga. 
Penelitian ini didasari oleh teori peran dan teori 
pendidikan orang dewasa (andragogi). Menurut Soekanto 
(1993:213), peran seseorang/kelompok mencakup tiga 
hal, yaitu sebagai berikut : (a)Peranan meliputi norma-
norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat/kelompok. Peranan dalam 
arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
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(b)Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang 
dapat dilakukan oleh individu/kelompok dalam 
masyarakat sebagai organisasi., (c)Peranan juga dapat 
dikatakan sebagai perilaku individu/kelompok yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat. 
Teori andragogi sebagai teknologi pelibatan orang 
dewasa dalam pembelajaran, yang merupakan 
pengelompokkan teori belajar berdasarkan usia dan 
kemampuan/persepsi berpikir untuk mengikuti proses 
belajar dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan 
upaya sistematis untuk membantu orang dewasa atau 
mengendalikan sikap dan perilakunya yang bermanfaat 
bagi dirinya dan lingkungannya. Teori belajar orang 
dewasa tidak hanya diketahui, tetapi harus dapat 
diaplikasikan dalam setiap kegiatan belajar dan 
membelajarkan agar proses/interaksi belajar yang 
dikelolanya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 
 
METODE 
Pada penelitian tentang peran pemberdayaan 
kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pendidikan anti 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada ibu di 
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota 
Surabaya.menggunakan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. 
Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu PKK 
yang terdapat di Kelurahan Ketintang, Kecamatan 
Gayungan, Kota Surabaya. Adapun alasan pemilihan 
tempat penelitian terkait bagaimana peran PKK dalam 
pendidikan anti KDRT di Kelurahan Ketintang, 
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Kelurahan 
Ketintang merupakan lokasi yang menjadi angka kasus 
pelanggaran KDRT terbanyak diantara Kelurahan lain di 
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan 5 jumlah 
kasus dalam 4 tahun terakhir. 
Populasi adalah seluruh subjek penelitian Arikunto 
(2006:130). Di Kelurahan Ketintang, Kecamatan 
Gayungan, Kota Surabaya yang menjadi subyek 
penelitian adalah ibu dengan dipilih berdasarkan 
keterkaitannya dengan judul. Maka, populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu pengurus PKK dan ibu anggota 
aktif PKK yang berjumlah 44 orang. 
Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang 
diteliti Arikunto (2006:131). Menurut Arikunto 
(2006:132), penentuan pengambilan sampel apabila 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Karena 
jumlah populasi <100 yakni berjumlah 44 orang, maka 
sampel adalah semua populasi dalam penelitian. 
Menurut Arikunto (1996:96), pengenalan variabel 
adalah suatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 
pada obyek penelitian. Adapun  variabel dalam penelitian 
ini yakni pelaksanaan pendidikan anti KDRT dan kendala 
pendidikan anti KDRT. Pendidikan anti KDRT 
dilaksankan melalui kegiatan sosialisasi oleh PKK. 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah  dokumentasi, angket dan 
wawancara. Angket merupakan teknik pengumpulan data 
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis 
kepada responden mengenai hal-hal yang ngin diketahui 
penelti, Arikunto (2002:164). Pada penelitian ini 
menggunakan angket tertutup, dimana didalam angket 
tersebut sudah disediakan jawabannya sehingga 
responden tinggal memilih. Angket ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana peran PKK dalam pendidikan anti 
KDRT di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, 
Kota Surabaya yang meliputi pelaksanaan dan kendala 
yang dihadapi. Wawancara adalah dialog yang dilakukan 
pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara, Arikunto (2006:104). Pada penelitian ini, 
wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, 
dimana para subyeknya mengetahui sedang diwawancarai 
dan mengetahui maksud dari wawancara tersebut. Teknik 
ini digunakan untuk mendeskripsikan secara lebih jelas 
hasil dari angket. Wawancara ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan atau memperjelas hasil angket tentang 
pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam 
pendidikan anti KDRT melalui sosialisasi. 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam bentuk 
persentase. Kemudian, hasil persentase akan dinarasikan 
atau dideskriptifkan melalui uraian kualitatif. Teknik 
analisis deskriptif kuantitatif merupakan sebuah teknik 
pengelolaan data, dimana jawaban yang diperoleh dari 
angket pada tiap-tiap responden akan diberi nilai, (Burgin 
2005:278). Adapun rumusnya sebagai berikut :   
P =   x100 % 
P = Hasil akhir dalam prosentase 
n = Jumlah jawaban responden per option 
N = Jumlah seluruh responden 
Data yang diperoleh melalui angket perlu di 
kuantitatifkan terlebih dahulu, dengan menentukan skor 
terhadap angket dan setiap nomor terdiri atas tiga pilihan 
jawaban. 
Dalam penelitian berisi pertanyaan bersifat positif, 
dimana responden diminta menjawab salah satu alternatif 
jawaban yang mempunyai skor pada setiap jawaban 
sebagai berikut : jawaban A =skor 3, jawaban B=skor 2, 
jawaban C=Skor 1. 
Setelah menentukan skor jawaban dari angket maka 
diperlukan penentuan kriteria penilaian. Adapun kriteria 
penilaian hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1. Kriteria Penilaian untuk Variabel 
Pelaksanaan Pendidikan Anti KDRT oleh PKK  
No Skor Kriteria Penilaian 
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1 44 – 60 Sangat tidak baik 
2 61 – 79 Tidak baik 
3 80 – 96 Cukup baik 
4 97 – 115 Baik 
5 116 – 132 Sangat baik 
    
Tabel 2. Kriteria Penilaian untuk Variabel Kendala 
PKK dalam Pelaksanaan Pendidikan Anti KDRT 
No Skor Kriteria Penilaian 
1 44 – 73 Tidak Berarti 
2 74 – 103 Cukup Berarti 
3 104 – 132 Berarti 
 
Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, data 
pada masing-masing kategori yang diklasifikasikan akan 
dideskripsikan lebih lanjut pada tahap penyajian data. 
Sedangkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil 
catatan hal-hal penting hasil wawancara. Selanjutnya data 
disajikan dalam bentuk uraian untuk mempertajam data 
yang disajikan secara kuantitatif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN. 
Hasil penelitian 
Peran PKK dalam Pendidikan Anti KDRT di 
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota 
Surabaya 
Data hasil penelitian tentang pelaksanaan pendidikan anti 
KDRT oleh PKK dan kendala PKK dalam pelaksanaan 
pendidikan anti KDRT yang dihasilkan dalam bentuk 
angket sebagai berikut: 
Program sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan 
Ketintang 
Data hasil penelitian tentang program sosialisasi anti 
KDRT PKK Kelurahan Ketintang dapat dicermati pada 
tabel 3. 
Tabel 3. Program Sosialisasi Anti KDRT PKK 
Kelurahan Ketintang 
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 
Ya 
 
3 
Kad
ang-
kada
ng 
2 
Tid
ak 
 
1 
1 
PKK Kelurahan 
Ketintang 
mempunyai kegiatan 
sosialisasi anti 
KDRT  
39 x 
3 = 
117 
(93,
6%) 
3 x 2 
= 6 
(4,8
%) 
2 x 
1 = 
2 
(1,6
%) 
125 
2 
Sosialisasi anti 
KDRT 
diselenggarakan 
setiap tahun 
19 x 
3 = 
57 
(64,
1%) 
7 x 2 
= 14 
(15,7
%) 
18 x 
1 = 
8 
(20,
2%) 
89 
3 
PKK mengadakan 
sosialisasi anti 
KDRT secara rutin 
16 x 
3 = 
48 
(53,
9%) 
13 x 
2 = 
26 
(29,2
%) 
15 x 
1 = 
15 
(16,
9%) 
89 
Rata-rata 303 : 3 = 101 (baik) 
Berdasarkan tabel 3 bahwa program sosialisasi anti 
KDRT PKK Kelurahan Ketintang menunjukkan 
perolehan rata-rata 255. Berdasarkan kriteria penilaian 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa program 
sosialisasi anti KDRT PKK Kelurahan Ketintang 
termasuk dalam kriteria penilaian baik 
Hasil penuturan dari ibu Rafiqah Hayati yang 
menyatakan bahwa : 
“Sebenarnya, PKK punya kegiatan sosialisasi anti 
KDRT, tetapi kegiatannya itu seperti mati suri. 
Kegiatannya sangat jarang diadakan, paling-paling 
setahun sekali, kadang-kadang setahun malah tidak 
pernah sama sekali. Padahal di agenda kerjanya itu 
selalu dicantumkan. Kegiatan sosialisasi paling hanya 
diadakan jika ada instansi lain yang minta untuk 
dibantu mengadakan kegiatan sosialisasi seperti 
KDRT, KB, BPJS, dsb”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Hal serupa juga dinyatakan ibu Netty Tjeppy yang 
menyatakan bahwa : 
“PKK disini ada kegiatan sosialisasi anti KDRT mas, 
tapi sangat jarang sekali. Sudah paham KDRT semua, 
jadi jarang sosialisasi KDRT. Setiap tahun hampir 
tidak pernah ada kegiatan itu. Kalau disuruh atau ada 
permintaan baru ada acara sosialisasinya. Kalau yang 
melakukan KDRT banyak kita bisa juga PKK 
mengadakan acaranya”.(Surabaya, 6 April 2015) 
Strategi sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan 
Ketintang  
Data hasil penelitian tentang strategi sosialisasi anti 
KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 4. 
Tabel 4. Strategi Sosialisasi KDRT PKK Kelurahan 
Ketintang 
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 Ya 
 
3 
Kada
ng-
kada
ng 
2 
Tid
ak 
 
1 
1 
PKK mengundang 
narasumber dari 
instansi/lembaga lain 
untuk mengisi materi 
1 x 3 
= 3 
(3,9
%) 
31 x 2 
= 62 
(80,5
%) 
12 
x 1 
= 
12 
77 
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sosialisasi anti 
KDRT 
(15,
6 
%) 
2 
PKK perlu 
mengundang 
narasumber dari 
instansi/lembaga lain  
39 x 
3 = 
117 
(92,9
%) 
4 x 2 
= 8 
(6,3%
) 
1 x 
1 = 
1 
(0,8
%) 
126 
3 
Materi yang 
disampaikan 
narasumber lain 
mudah dipahami 
32 x 
3 = 
96 
(80
%) 
12 x 2 
= 24 
(20%) 
0 x 
1 = 
0 
(0
%) 
120 
4 
Pengurus PKK 
mampu 
menyampaikan 
materi anti KDRT 
3 x 3 
= 9 
(10,3
%) 
37 x 2 
= 74 
(85,1
%) 
4 
x1 
= 4 
(4,6
%) 
87 
5 
PKK mengawasi 
lancar atau tidaknya 
sosialisasi anti 
KDRT  
14 x 
3 = 
42 
(47,2
%) 
17 x 2 
= 34 
(38,2
%) 
13 
x 1 
= 
13 
(14,
6%
) 
89 
6 
Pemahaman anti 
KDRT masyarakat 
19 x 
3 = 
57 
(61,3
%) 
12 x 2 
= 22 
(23,7
%) 
14 
x 1 
= 
14 
(15
%) 
93 
7 
Evaluasi 
pelaksanaan 
sosialisasi anti 
KDRT 
2 x 3 
= 6 
(7,9
%) 
28 x 2 
= 56 
(73,7
%) 
14 
x 1 
= 
14 
(18,
4%
) 
76 
8 
Sosialisasi anti 
KDRT memberikan 
wawassan yang luas 
35 x 
3 = 
105 
(85,4
%) 
9 x 2 
= 18 
(14,6
%) 
0 x 
1 = 
0 
(0
%) 
123 
9 
Masyarakat 
diundang hadir pada 
sosialisasi anti 
KDRT 
32 x 
3 = 
96 
(81,4
%) 
10 x 2 
= 20 
(16,9
%) 
2 x 
1 = 
2 
(1,7
%) 
118 
10 
PKK memberi 
kesempatan tanya 
jawab, diskusi, 
konsultasi, tentang 
anti KDRT  
31 x 
3 = 
93 
(78,8
%) 
12 x 2 
= 24 
(20,4
%) 
1 x 
1 = 
1 
(0,8
%) 
118 
11 
POKJA I bertugas 
memberikan 
sosialisasi anti 
KDRT 
11 x 
3 = 
33 
(39,3
%) 
18 x 2 
= 36 
(42,8
%) 
15 
x 1 
= 
15 
(17,
9%
) 
84 
12 
Sosialisasi diberikan 
kepada semua 
keluarga di 
Kelurahan Ketintang 
13 x 
3 = 
39 
(42,4
%) 
22 x 2 
= 44 
(47,8
%) 
9 x 
1 = 
9 
(9,8
%) 
92 
13 
PKK menyediakan 
fasilitas (konsultasi, 
tempat, waktu) untuk 
belajar mengenai 
KDRT 
22 x 
3 = 
66 
(62,3
%) 
18 x 2 
= 36 
(34%) 
4 x 
1 = 
4 
(3,7
%) 
106 
14 
PKK mendengarkan 
permasalahan/keluha
an tentang KDRT 
29 x 
3 = 
87 
(74,4
%) 
15 x 2 
= 30 
(25,6
%) 
0 x 
1 = 
0 
(0
%) 
117 
15 
PKK membantu 
menyelesaikan 
masalah 
berhubungan dengan 
KDRT 
25 x 
3 = 
75 
(67,6
%) 
17 x 2 
= 34 
(30,6
%) 
2 x 
1 = 
2 
(1,8
%) 
111 
Rata-rata 1537 : 15 = 103 (baik) 
Berdasarkan tabel 4 tentang strategi sosialisasi anti 
KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya menunjukkan perolehan rata-
rata 103. Berdasarkan kriteria penilaian rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa strategi sosialisasi anti KDRT oleh 
PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya termasuk dalam kriteria penilaian baik. 
Hasil penuturan dari ibu Rafiqah Hayati yang 
menyatakan bahwa : 
“Hampir semua orang pasti sudah memahami apa 
yang dimaksud dengan KDRT, saya yakin mereka 
bisa menjelaskan apa itu KDRT, bentuknya apa saja, 
dan apa sanksinya. Orang-orang sudah banyak belajar 
dari bangku sekolah, iklan di televisi, koran, dsb. Jadi 
dari situ kita kadang berfikir sosialisasi KDRT tidak 
terlalu diperlu diadakan. Jika sosialisasi itu diadakan 
pasti ada evaluasi, tapi kalau tidak ada kegiatan apa 
yang mau dievaluasi. Tetapi, jika ada kegiatan 
sosialisasi KDRT pasti kita mengundang masyarakat 
mas. Sebenarnya kita selalu menyediakan waktu 
untuk konsultasi, tapi kebanyakan orang enggan 
untuk menceritakan kejadian apa yang telah terjadi 
padanya. KDRT kan suatu hal yang sensitif, jadi 
mereka mungkin merasa malu jika harus membuka 
hal yang mereka alami. Biasanya kalau kasus KDRT 
nggak konsultasi atau lapor ke kelurahan tapi 
langsung diselesaikan di kepolisisan. Seharusnya 
lapor ke kelurahan juga, tapi ini tidak ada, jadi 
kelurahan tidak punya data siapa saja warga yang 
terkena kasus KDRT. Kegiatan sosialisasi KDRT 
bertujuan untuk memanusiakan manusia, jadi itu 
bukan hanya tanggung jawab PKK saja, tetapi semua 
punya tanggung jawab. Kita di PKK bekerja bersama-
sama, tidak dilimpahkan semua ke masing-masing 
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POKJA. Jika ada sosialisasi kita pasti mengundang 
masyarakat luas. Sampai saat ini kita tidak pernah 
mendapatkan laporan atau keluhan dari masyarakat 
tentang KDRT. Tetapi jika ada, kita akan membantu 
menyelesaikannya”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy menyatakan bahwa 
: 
“Kita jarang mengadakan kegiatan sosialisasi KDRT, 
sehingga jarang mangundang narasumber. Tapi, kalau 
sosialisasinya tentang KDRT biasanya ada 
narasumbernya, entah dari polisi atau kita sendiri. 
Biasanya jika suatu instansi ada event, mereka juga 
menyediakan narasumbernya sekaliyan. Sebenarnya 
orang-orang sudah mengerti sama apa itu KDRT mas, 
jadi siapapun yang ngasih materi sama saja. PKK 
disini jarang mengundang narasumber, soalnya ada 
anggota PKK yang bisa menjeaskan tentang KDRT. 
Dulu pernah sosialisasi KDRT yang ngasih materi 
dari polisi, tapi sudah lama. PKK disini selalu 
mengundang masyarakat mas, entah itu perwakilan 
tiap RT/RW atau umum. Sedangkan pemahaman 
tentang KDRT pasti semua orang juga tau KDRT, ya 
kalau ada kasus KDRT konsultasinya nggak ke PKK 
tapi ke pegawai kelurahan kalau tidak begitu ya 
langsung lapor polisi. Sampai sekarang kita tidak 
pernah ada laporan, kalau dengar-dengar saja ya 
sering mas. Setiap kegiatan kerja bareng-bareng, tidak 
harus POKJA yang bersangkutan. Dan kita 
mengundang perwakilan RT/RW disetiap kegiatan. 
Kita sering mendengar saja, tetapi tidak adayang 
melapor. Jika ada yang melapor pasti akan dibantu”. 
(Surabaya, 6 April 2015) 
Pemilihan materi anti KDRT oleh PKK Kelurahan 
Ketintang 
Data hasil penelitian tentang pemilihan materi anti KDRT 
oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan 
Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 5. 
Tabel 5. Pemilihan Materi Anti KDRT 
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Jum
lah 
Sko
r 
 
Ya 
 
 
3 
Kada
ng-
kada
ng / 
Sedik
it 
2 
Tida
k 
 
 
1 
1 
Kemudahan materi 
anti KDRT untuk 
diajarkan  
29 
x 3 
= 
87 
(76
,3
12 x 2 
= 24 
(21,1
%) 
3 x 1 
= 3 
(2,6
%) 
114 
%) 
2 
Kemudahan materi 
anti KDRT untuk 
dipelajari 
23 
x 3 
= 
69 
(62
,2
%) 
21 x 2 
= 42 
(37,8
%) 
0 x 1 
= 0 
(0%) 
111 
3 
Minat masyarakat 
belajar materi anti 
KDRT 
19 
x 3 
= 
57 
(53
,3
%) 
25 x 2 
= 50 
(46,7
%) 
0 x 1 
= 0 
(0%) 
107 
4 
Sosialisasi anti KDRT 
diadakan untuk 
mencegah terjadinya 
KDRT 
17 
x 3 
= 
51 
(51
%) 
22 x 2 
= 44 
(44%) 
5 x 1 
= 5 
(5%) 
100 
5 
Pentingnya diadakan 
sosialisasi anti KDRT 
42 
x 3 
= 
126 
(97
,7
%) 
1 x 2 
= 2 
(1,5%
) 
1 x 1 
= 1 
(0,8
%) 129 
6 
PKK mengajak 
penegakkan HAM  
38 
x 3 
= 
114 
(90
,5
%) 
6 x 2 
= 12 
(9,5%
) 
0 x 1 
= 0 
(0%) 
126 
7 
PKK mengajak 
mengajarkan wawasan 
anti KDRT kepada 
semua anggota 
keluarga 
30 
x 3 
= 
90 
(77
%) 
13 x 2 
= 26 
(22,2
%) 
1 x 1 
= 1 
(0,8
%) 
117 
Rata-rata 804 : 7 = 115 (baik) 
Berdasarkan tabel 5 tentang pemilihan materi anti 
KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya menunjukkan perolehan rata-
rata 115. Berdasarkan kriteria penilaian rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa pemilihan materi anti KDRT oleh 
PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya termasuk dalam kriteria penilaian baik. 
Hasil penuturan ibu Rafiqah Hayati menyatakan 
bahwa : 
“Tanpa adanya sosialisasi KDRT, orang-orang pasti 
mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan 
KDRT. Jadi,  karena orang-orang sudah faham apa itu 
KDRT maka KDRT sudah bukan lagi menjadi materi 
yang menarik. Orang-orang lebih tertarik ke materi 
yang lagi hangat seperti kewirausahaan (ekonomi), 
kesehatan, dsb. Sosialisasi KDRT bisa dilakukan 
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kapan saja tanpa harus ada kejadian KDRT. Pernah 
kita sekali datang ke acara arisan RT, yasinan untuk 
menjelaskan apa itu KDRT tapi dulu. Kalau acaranya 
berkaitan KDRT yang kita mengajak menegakkan 
KDRT, kalau kesehatan ya kita ajak hidup sehat, 
tergantung materinya”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy yang 
menyatakan bahwa : 
“Semua orang pasti mengerti apa itu KDRT, dan bisa 
menjelaskan. Ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi 
KDRT sama saja, orang-orang sudah faham dan 
paling sudah bosan. Berbeda kalau acara lain seperti 
ekonomi (dagangan) pasti rame. Kalau ada banyak 
permintaan untuk itu, kita mungkin bisa 
pertimbangkan. Namanya KDRT, pasti merugikan 
dan tidak usah diajak menegakkan pasti semua 
mencoba menghindari. Untuk ke acara di lingkup 
RT/RW kita biasanya nunggu undangan, kalau 
diundang yang berangkat, kalau tidak ya tidak 
berangkat”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Penggunaan media informasi dan komunikasi dalam 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya 
Data hasil penelitian tentang penggunaan media 
informasi dan komunikasi dalam sosialisasi anti KDRT 
oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan 
Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 6. 
Tabel 6. Penggunaan Media Informasi dan 
Komunikasi dalam Sosialisasi Anti KDRT  
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 
Ya 
 
3 
Kada
ng-
kada
ng 
2 
Tid
ak 
 
1 
1 
Penyampaian materi 
anti KDRT lewat 
acara seperti arisan, 
yasinan, dsb 
14 
x 3 
= 
42 
(46,
1%
) 
19 x 
2 = 
38 
(41,8
%) 
11 
x 1 
= 
11 
(12,
1%) 
91 
2 
Pembuatan poster, 
pamflet, brosur, 
banner, spanduk, 
berisi tentang anti 
KDRT 
4 x 
3 = 
12 
(16,
4%
) 
21 x 
2 = 
42 
(57,5
%) 
19 
x 1 
= 
19 
(26,
1%) 
73 
Rata-rata 164 : 2 = 82 (cukup baik) 
Berdasarkan tabel 6 tentang penggunaan media 
informasi dan komunikasi dalam sosialisasi anti KDRT 
oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan 
Kota Surabaya menunjukkan perolehan rata-rata 82. 
Berdasarkan kriteria penilaian rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa penggunaan media informasi dan 
komunikasi dalam sosialisasi anti KDRT oleh PKK 
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya termasuk dalam kriteria penilaian cukup baik. 
Hasil penuturan ibu Rafiqah Hayati menyaakan 
bahwa : 
“Pernah kita sekali datang ke acara arisan RT, yasinan 
untuk menjelaskan apa itu KDRT tapi dulu. Kalau 
acaranya berkaitan KDRT yang kita mengajak 
menegakkan KDRT, kalau kesehatan ya kita ajak 
hidup sehat, tergantung materinya. Kita tidak pernah 
membuat poster, spanduk karena dari iklan-iklan 
dipinggir jalan di televisi sudah banyak. Jadi itu tidak 
perlu, apalagi orang-orang sudah paham”. (Surabaya, 
6 April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy menytakan 
bahwa : 
“Untuk ke acara di lingkup RT/RW kita biasanya 
nunggu undangan, kalau diundang yang berangkat, 
kalau tidakk ya tidak berangkat. Tidak perlu mas 
spanduk, poster, orang-orang sudah ngerti KDRT, 
malah-malah sama saja itu pemborosan”. (Surabaya, 6 
April 2015) 
Respon terhadap sosialisasi anti KDRT oleh PKK 
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya 
Data hasil penelitian tentang respon terhadap sosialisasi 
anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 7. 
Tabel 7. Respon Terhadap Sosialisasi Anti KDRT  
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 
Ya 
3 
Kada
ng-
kadan
g 
2 
Tid
ak 
1 
1 
Sambutan positif 
terhadap sosialisasi 
anti KDRT 
29 
x 3 
= 
87 
(74,
4%) 
15 x 2 
= 30 
(25,6
%) 
0 x 
1 = 
0 
(0
%) 
117 
2 
Perlunya sosialisasi 
anti KDRT 
37 
x 3 
= 
111 
(88,
8) 
7 x 2 
= 14 
(11,2
%) 
0 x 
1 = 
0 
(0
%) 
125 
Rata-rata 242 : 2 = 121 (berarti) 
Berdasarkan tabel 7 tentang respon terhadap 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya menunjukkan 
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perolehan rata-rata 121. Berdasarkan kriteria penilaian 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa respon terhadap 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya termasuk dalam 
kriteria penilaian berarti. 
Hasil penuturan ibu Rafiqah Hayati meyatakan 
bahwa : 
“Walaupun kegiatan sosialisasi anti KDRT kurang 
menarik dibandingkan kegiatan lain, saya yakin jika 
mengudang masyarakat  luas pasti akan banyak 
yang datang. Pasti masyarakat perlu adanya 
sosialisasi KDRT, dengan begitu saya yakin akan 
menambah wawasan mereka lagi“.(Surabaya, 6 
April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy menyatakan 
bahwa : 
“Orang-orang kurang tertarik membahas sosialisasi 
KDRT. Jika disuruh memilih, pasti banyak yang 
tidak tertarik. Tapi sosialisasi KDRT tetap perlu 
supaya banyak yang mengerti. Dengan begitu tidak 
akan terjadi pelanggaran KDRT”. (Surabaya, 6 
April 2015) 
Alokasi waktu sosialisasi anti KDRT oleh PKK 
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya 
Data hasil penelitian tentang alokasi waktu sosialisasi 
anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 8. 
Tabel 8. Alokasi Waktu Sosialisasi Anti KDRT  
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 
Ya 
3 
Kada
ng-
kada
ng 
2 
Tid
ak 
1 
1 
Pelaksanaan 
sosialisasi anti 
KDRT 
4 x 
3 = 
12 
(14,
6%) 
30 x 2 
= 60 
(73,2
%) 
10 
x 1 
= 
10 
(12,
2%
) 
82 
2 
Sosialisasi anti 
KDRT perlu banyak 
waktu 
38 x 
3 = 
114 
(93,
4%) 
2 x 2 
= 4 
(3,3%
) 
4 x 
1 = 
4 
(3,3
%) 
122 
3 
Untuk memahami 
materi anti KDRT 
perlu banyak 
pertemuan/sosialisasi 
36 x 
3 = 
108 
(89,
3%) 
5 x 2 
= 10 
(8,3%
) 
3 x 
1 = 
3 
(2,4
%) 
121 
4 
Pelanggaran KDRT 
disebabkan jarangnya 
sosialisasi anti 
KDRT 
24 x 
3 = 
72 
(74,
2%) 
5 x 2 
= 10 
(10,3
%) 
15 
x 1 
= 
15 
(15,
5%
) 
97 
Rata-rata 422 : 4 = 106 (berarti) 
Berdasarkan tabel 8 tentang alokasi waktu 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya menunjukkan 
perolehan rata-rata 106. Berdasarkan kriteria penilaian 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa alokasi waktu 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya termasuk dalam 
kriteria penilaian berarti. 
Hasil penuturan ibu Rafiqah Hayati meyatakan 
bahwa : 
 “Materi anti KDRT adalah materi yang terbatas dan 
tidak berkembang seperti materi-materi lain yang 
dapat berubah dan diperbarui. Sehingga, untuk 
memahami materi anti KDRT sangat cepat dan 
tidak dibutuhkan waktu yang lama. Selama ini, kita 
jarang mengadakan sosialisasi KDRT. Sebenarnya 
sosialisasi KDRT sendiri tidak perlu waktu yang 
banyak, karena mereka sudah faham dengan KDRT. 
Banyak atau sedikitnya kasus KDRT yang terjadi di 
Kelurahan Ketintang tidak bisa disalahkan pada 
PKK. Karena itu semua adalah tanggung jawab 
bersama. PKK hanya memberikan sosialisasi pada 
ibu-ibu, sedangkan yang melanggar adalah kaum 
pria. Pada pria tidak ada organisasi/tempat 
penyampaian tentang KDRT. Selama ini yang 
difasilitasi hanya perampuan yang notabene jarang 
melakukan KDRT. Jadi, seharusnya yang diberikan 
sosialisasi adalah si pria. Untuk memberikan 
pemahaman KDRT pada pria sulit, karena 
kesibukan dan pria cenderung acuh. Seharusnya 
pemahaman KDRT tidak hanya lewat sosialisasi 
saja. Agar maksimal perlu pemahaman melalui 
media massa seperti banner, baliho, dsb atau lewat 
obrolan santai di warung, poskamling, dsb supaya 
mainset mereka terbangun tidak melakukan 
KDRT”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy menyatakan 
bahwa : 
“Kegiatan sosialisasi KDRT sangat jarang diadakan 
mas, padahal tidak membutuhkan watu yang 
banyak. Orang yang faham KDRT pun bisa 
melakukan KDRT ketika dia merasa tersudut dan 
tidak mampu mengotrol emosi hingga bisa berbuat 
nekat. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa 
disalahkan mas”. (Surabaya, 6 April 2015) 
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Anggaran dana sosialisasi anti KDRT oleh PKK 
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya 
Data hasil penelitian tentang anggaran dana sosialisasi 
anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya dapat dicermati pada tabel 9. 
Tabel 9. Alokasi Dana dalam Pendidikan Anti KDRT  
No Deskripsi 
Jumlah Jawaban 
Responden 
Juml
ah 
Skor 
 
Ya 
3 
Kada
ng-
kadan
g 
2 
Tid
ak 
1 
1 
Diperlukan dana 
besar untuk 
menyelenggarakan 
sosialisasi anti 
KDRT 
27 
x 3 
= 
81 
(79,
4%) 
4 x 2 
= 8 
(7,8%
) 
13 
x 1 
= 
13 
(12
,8
%) 
102 
2 
Dana menjadi faktor 
penting pada 
pelaksanaan 
sosialisasi anti 
KDRT 
27 
x 3 
= 
81 
(77,
9%) 
6 x 2 
= 12 
(11,5
%) 
11 
x 1 
= 
11 
(10
,6
%) 
104 
3 
Anggaran dana PKK 
kecil 
33 
x 3 
= 
99  
(85,
4%) 
6 x 2 
= 12 
(10,3
%) 
5 x 
1 = 
5 
(4,
3%
) 
116 
Rata-rata 322 : 3 = 107 (berarti) 
Berdasarkan tabel 9 tentang anggaran dana 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya menunjukkan 
perolehan rata-rata 107. Berdasarkan kriteria penilaian 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa anggaran dana 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya termasuk dalam 
kriteria penilaian berarti. 
Menurut penuturan ibu Rafiqah Hayati menyatakan 
bahwa : 
“Sebenarnya untuk kegiatan sosialisasi KDRT tidak 
memerlukan dana yang besar, tapi dana kita juga 
terbatas. Hanya saja kita mengerti bahwa 
pemahaman masyarakat tentang KDRT sudah baik, 
sehingga tidak perlu adanya sosialisasi KDRT 
secara terus-menerus yang bisa membuat jenuh. 
Dari kelurahan pasti memberi dana walaupun 
nominalnya tidak besar, tapi kita gunakan untuk 
berbagai hal”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Sedangkan menurut penuturan ibu Netty Tjeppy 
menyatakan bahwa : 
“Pak lurah selalu memberi dana ke PKK, setelah itu 
digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya untuk 
sosialisasi KDRT, itupun kalau ada kegiatannya. 
Kalau tidak agenda sosialisasi KDRT yang digunakan 
untuk yang lain”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Keterlibatan pihak, instansi/lembaga lain dalam 
sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan Ketintang 
Kecamatan Gayungan Kota Surabaya 
Data hasil penelitian tentang keterlibatan pihak, 
instansi/lembaga lain dalam sosialisasi anti KDRT oleh 
PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya dapat dicermati pada tabel 10. 
Tabel 10. Keterlibatan pihak, instansi lain dalam 
sosialisasi anti KDRT 
No Indikator 
Jumlah Jawaban 
Responden Jumlah 
Skor 
 
A 
3 
B 
2 
C 
1 
1 
Pelaksanaan sosialisasi 
anti KDRT perlu 
bantuan dana, lokasi, 
alat, dari berbagai 
pihak 
32 
x 3 
= 
96 
(82,
8%) 
8 x 
2 = 
16 
(13,
8%) 
4 x 
1 = 
4 
(3,4
%) 
116 
2 
Pihak lain 
(pemerintah, 
kepolisisan, LSM, dsb) 
memberikan bantuan, 
baik sebagai 
narasumber, dana, alat 
dsb, untuk sosialisasi 
anti KDRT 
13 
x 3 
= 
39 
(41,
1%) 
26 
x 2 
= 
52 
(54,
7%) 
5 x 
1 = 
5 
(4,2
%) 
95 
3 
PKK Kelurahan 
Ketintang mengharap 
bantuan dari berbagai 
pihak untuk 
pelaksanaan sosialisasi 
anti KDRT 
37 
x 3 
= 
111 
(91,
7%) 
3 x 
2 = 
6 
(5%
) 
4 x 
1 = 
4 
(3,3
%) 
121 
4 
PKK akan 
melanjutkan sosialisasi 
anti KDRT 
37 
x 3 
= 
111 
(88,
8%) 
7 x 
2 = 
14 
(11,
2%) 
0 x 
1 = 
0 
(0%
) 
125 
Rata-rata 457 : 4 = 114 (berarti) 
Berdasarkan tabel 10 tentang keterlibatan pihak, 
instansi/lembaga lain dalam sosialisasi anti KDRT oleh 
PKK Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya menunjukkan perolehan rata-rata 114. 
Berdasarkan kriteria penilaian rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa keterlibatan pihak, instansi/lembaga 
lain dalam sosialisasi anti KDRT oleh PKK Kelurahan 
Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya termasuk 
dalam kriteria penilaian berarti. 
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Menurut penuturan ibu Rafiqah Hayati menyatakan 
bahwa : 
“Dalam kegiatan sosialisasi apapun termasuk 
KDRT perlu bantuan apapun termasuk dana, alat, 
lokasi dari berbagai pihak. Bantuan tersebut dapat 
menunjang lancar tidaknya suatu kegiatan. Misalkan 
saja kelurahan selalu membantu dana dan lokasi 
untuk kegiatan apa saja, jika tidak kegiatannya 
diadakan dimana. Jika tidak ada bantuan pasti 
semua kegiatan yang diadakan tidak akan berjalan. 
Kita akan tetap mendakan kegiatan sosialisasi 
KDRT”. (Surabaya, 6 April 2015) 
Sedangkan menurut ibu Netty Tjeppy menyatakan 
bahwa : 
“Pasti perlu adanya bantuan dana mas, untuk 
memenuhi kebutuhan suatu acara/ kegiatan. Jika 
tidak ada dana, acara tidak akan berjalan. Biasanya 
lapor kalau ada kegiatan apa, pasti kelurahan akan 
memberi bantuan. PKK disini akan tetap 
melanjutkan kegiatan sosialisasi KDRT mas”. 
(Surabaya, 6 April 2015) 
Berikut ini adalah kesimpulan dari tiap-tiap 
variabel. Kesimpulan pada varibel pelaksanaan sosialisasi 
anti KDRT oleh PKK dapat dilihat pada tabel 11. 
Tabel 11. Kriteria Penilaian Varibel Pelaksanaan 
Sosialisasi Anti KDRT oleh PKK 
No Sub Variabel Jumlah Rata-Rata 
1 101 
2 103 
3 115 
4 82 
Rata-rata 401 : 4 = 100 (baik) 
Pelaksanaan sosialisasi anti KDRT termasuk dalam 
kriteria penilaian baik yang ditunjukkan dengan skor rata-
rata 100. Pelaksanaan sosialisasi anti KDRT dikatakan 
baik karena PKK telah mempunyai agenda kerja 
sosialisasi anti KDRT. PKK menyediakan fasilitas waktu, 
tempat untuk belajar berbagai hal mengenai KDRT. 
Selain itu PKK juga tidak enggan mendengarkan 
permasalahan dan keluhan yang datang serta membantu 
menyelesaikan permasalahan jika diminta bantuan. 
Melalui sosialisasi anti KDRT, PKK mengajak untuk 
mencegah terjadinya KDRT dan mengajarkan wawasan 
anti KDRT kepada seluruh anggota keluarga. 
Kesimpulan pada varibel kendala PKK dalam 
pelaksanaan sosialisasi anti KDRT dapat dilihat pada 
tabel 12. 
Tabel 12. Kriteria Penilaian Kendala PKK dalam 
Pelaksanaan Sosialisasi Anti KDRT 
No Sub Variabel Jumlah Rata-Rata 
1 121 
2 106 
3 107 
4 114 
Rata-rata 448 : 4 = 112 (berarti) 
Kendala PKK dalam pelaksanaan sosialisasi anti 
KDRT termasuk dalam kriteria penilaian berarti yang 
ditunjukkan dengan skor rata-rata 112. Pada pelaksanaan 
sosialisasi anti KDRT, PKK menemui kendala berarti 
yang dikarenakan antusiame tinggi dari masyarakat tetapi 
tidak dibarengi adanya sosialisasi anti KDRT. Alokasi 
waktu untuk pelaksanaan sosialisasi anti KDRT juga  
terbatas. Selain itu, anggaran dana yang dimiliki PKK 
sangat kecil, terlebih untuk melaksanakan sosialisasi anti 
KDRT. Sedangkan bantuan dari intansi/lembaga lain baik 
berupa alat, dana, dsb juga jarang bahkan tidak pernah 
ada sama sekali.  
Pembahasan 
Pelaksanaan sosialisasi anti KDRT oleh PKK 
Kelurahan Ketintang 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
dan kendala yang dihadapi dalam sosialisasi anti KDRT 
oleh PKK Kelurahan Ketintang. Pada variabel 
pelaksanaan sosialisasi anti KDRT terdiri dari 4 sub 
variabel yakni program sosialisasi anti KDRT, strategi 
sosialisasi anti KDRT, pemilihan materi anti KDRT, 
penggunaan media informasi dan komunikasi dalam 
sosialisasi anti KDRT. Secara keselurahan pelaksanaan 
sosialisasi anti KDRT menunjukkan penilaian yang baik 
dibuktikan melalui perolehan skor 100. Terdapat banyak 
alasan mengapa pelaksanaan sosialisasi anti KDRT 
menunjukkan penilaian yang baik. 
Sesuai program kerja, PKK Kelurahan Ketintang 
memiliki program kerja sosialisasi anti KDRT. Walaupun 
sosialisasi anti KDRT menjadi program kerja PKK, tetapi 
pelaksanaan sosialisasi sangat jarang diadakan. 
Pelaksanaan sosialisasi anti KDRT diadakan hanya satu 
tahun sekali, bahkan tidak pernah diadakan setiap tahun. 
Kegiatan sosialisasi anti KDRT dilaksanakan jika ada 
permintaan dari masyarakat/instansi lain, untuk mengisi 
kegiatan PKK yang kosong, atau dilaksanakan karena 
banyaknya angka kasus KDRT yang terjadi. 
Padahal, jika mengacu pada pendapat Soekanto 
(1993:212), peran merupakan aspek dinamis kedudukan 
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
menjalankan suatu peran. Maka, PKK dikatakan berperan 
apabila telah menjalankan kewajibannya melalui 
sosialisasi anti KDRT. PKK Kelurahan Ketintang belum 
dapat dikatakan berperan dalam memberikan pendidikan 
anti KDRT dikarenakan belum melaksanakan kewajiban 
sesuai kedudukannya sebagai organisasi kemasyarakatan 
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melalui sosialisasi anti KDRT. Pelaksanaan sosialisasi 
anti KDRT sangat jarang diadakan bahkan belum tentu 
ada dalam satu tahun sekali. Sosialisasi anti KDRT 
adalah salah satu program yang seharusnya dijalankan 
PKK, terlebih anti KDRT masuk masuk sebagai salah 
satu program pokok PKK. Selain itu harus ada perubahan 
kearah positif dari adanya kegiatan sosialisasi anti KDRT 
yang menjadi indikator peran PKK di masyarakat. 
Kecenderungan masyarakat untuk hadir dan 
mengikuti sosialisasi masih tinggi. Terdapat 
kecenderungan bahwa melalui sosialisasi masyarakat 
ingin lebih memperkaya wawasan mereka. Melalui 
kegiatan sosialisasi, PKK memberikan kesempatan 
masyarakat yang semuanya ibu-ibu untuk melakukan 
tanya jawab, diskusi, konsultasi, dsb. Selain itu, PKK 
juga memberikan fasilitas (konsultasi, tempat, waktu) 
serta bersedia mendengarkan dan membantu 
menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 
KDRT. Akan tetapi, masyarakat masih enggan untuk 
memanfaatkan fasilitas ini karena KDRT dianggap 
sebagai suatu hal yang sensitif untuk dibuka pada orang 
lain. 
Menurut teori andragogi/pendidikan orang dewasa 
yang dikemukakan Pannen dalam (Suprijanto, 2005:11), 
pendidikan dewasa dirumuskan sebagai suatu proses 
yang menumbuhkan keinginan  untuk bertanya dan 
belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar 
bagi orang dewasa berhubungan dengan bagaimana 
mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari 
jawabannya. Sesuai dengan teori andragogi, PKK belum 
berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan KDRT. Walaupun PKK 
sudah memberikan fasilitas untuk konsultasi, 
mendengarkan dan membantu menyelesaikan masalah 
yang berhubungan dengan KDRT tetapi masyarakat/ibu-
ibu masih cenderung tertutup dan enggan untuk 
berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapinya. 
PKK Kelurahan Ketintang menentukan materi anti 
KDRT mempertimbangkan berbagai hal seperti 
kemudahan penyampaian materi, mudah dipahami, 
kemenarikan materi, dan untuk mencegah terjadinya 
kasus KDRT. Padahal, sebagian besar masyarakat sudah 
memahami berbagai hal mengenai anti KDRT. Menurut 
Suprijanto (2005:11), ditinjau dari segi umur, seseorang 
yang berumur antara 16-18 tahun dapat dikatakan sebagai 
orang dewasa dan yang kurang dari 16 tahun dapat 
dikatakan masih anak-anak. Maka sasaran dari 
pembelajaran harus dibedakan dengan jelas untuk 
memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran orang dewasa (andragogi) lebih 
menekankan pada membimbing dan membantu orang 
dewasa untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap dalam rangka memecahkan, masalah-masalah 
kehidupan yang dihadapinya. Maka, PKK berperan baik 
dalam pemilihan materi anti KDRT karena telah 
menyesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhan. PKK 
telah memberikan materi anti KDRT dengan 
menyesuaikan tingkat kebutuhan usia, dan cara-cara 
penyampaiannya. Sangat jelas bahwa sasaran dari 
sosialisasi anti KDRT adalah ibu-ibu yang notabene 
adalah orang dewasa. Pada sosialisasi anti KDRT, 
peserta/ibu dilibatkan untuk berpartisipasi aktif seperti 
berfikir, bertanya dan memecahkan masalah bersama. 
Sejalan dengan tujuan teori andragogi, harapan dari 
adanya sosialisasi anti KDRT yakni materi tidak hanya 
dipahami tetapi harus ada aplikasi dalam kehidupan 
sehari. PKK selalu mengajak adanya upaya penegakkan 
anti KDRT dan mengajarakan kepada setiap anggota 
keluarga masing-masing.  
Media informasi PKK dalam pendidikan anti KDRT 
hanya terbatas melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada 
pertemuan rutin saja. PKK jarang menyampaikan 
sosialisasi anti KDRT melalui kegiatan yang terdapat di 
masyarakat seperti yasinan, arisan, dsb. Kurangnya minat 
masyarakat terhadap materi anti KDRT menjadi 
penyebab jarangnya sosialisasi anti KDRT. Selain itu, 
PKK juga jarang bahkan tidak pernah membuat media 
reklame yang berisi tentang anti KDRT. Faktor 
keterbatasan dana menjadi penyebab utama, serta sudah 
banyaknya reklame dari instansi/pihak lain mengenai anti 
KDRT menjadi penyebab tidak perlunya PKK membuat 
hal serupa. 
Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan sosialisasi anti KDRT sudah baik. PKK 
jarang melaksanakan sosialisasi, walaupun dalam 
program kerjanya terdapat sosialisasi anti KDRT. Akan 
tetapi, pelaksanaan fasilitasi dari PKK tetap berjalan, 
seperti konsultasi untuk masyarakat yang tersandung 
masalah KDRT. Sehingga, dari sini dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan sosialisasi anti KDRT sudah baik. 
Sosialisasi tidak hanya disampaikan dalam forum besar 
seperti workshop tetapi juga forum kecil seperti diskusi, 
konsultasi, dsb. Namun, tingginya angka kasus KDRT 
yang terjadi di Kelurahan Ketintang tidak bisa disalahkan 
karena jarangnya sosialisasi anti KDRT. Walaupun orang 
memahami segala hal tentang KDRT, jika seseorang 
merasa terdesak ia bisa saja melakukan KDRT. Sehingga 
pemahaman mereka tidak berpengaruh, kecuali ia mampu 
mengontrol emosinya. 
Pada penelitian ini mengkaji peran PKK sesuai dengan 
penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang sama 
dalam mengkaji peran PKK. Fokus pada penelitian ini 
berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni peran PKK 
dalam pendidikan anti KDRT pada ibu di Kelurahan 
Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Peran 
PKK mencakup pelaksanaan program dan kendala yang 
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dihadapi. Pelaksanaan program PKK pada penelitian ini 
sudah baik tercermin dari pelaksanaan sosialisasi yang 
yang berwujud diskusi, konsultasi, dsb sedangkan pada 
penelitian terdahulu pelaksanaan progam PKK sesuai 
fokus masing-masing juga kurang baik. Pelaksanaan 
program PKK pada penelitian terdahulu yang pertama 
dan ketiga kurang baik dapat dilihat dari terbatasnya 
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan gender, 
sedangkan penelitian kedua pelaksanaan sudah baik 
tercermin dari seringnya sosialisasi dalam mendukung 
program-program pemerintah. 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pendidikan anti KDRT oleh PKK Kelurahan 
Ketintang 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
dan kendala yang dihadapi dalam sosialisasi anti KDRT 
oleh PKK Kelurahan Ketintang. Pada variabel kendala 
yang dihadapi dalam sosialisasi anti KDRT terdiri dari 4 
sub variabel yakni respon masyarakat terhadap sosialisasi 
anti KDRT, alokasi waktu sosialisasi anti KDRT, 
anggaran dana sosialisasi anti KDRT, keterlibatan pihak 
atau instansi lain dalam sosialisasi anti KDRT. Secara 
keseluruhan PKK mengalami kendala berarti dalam 
pelaksanaan sosialisasi anti KDRT yang dibuktikan 
melalui perolehan skor 112. 
Pelaksanaan sosialisasi anti KDRT sangat jarang 
dilaksanakan, bahkan tidak pernah dilaksanakan. Akan 
tetapi antusiasme masyarakat terhadap adanya sosialisasi 
anti KDRT masih tinggi. Sebagian besar masyarakat 
menyatakan perlunya sosialisasi anti KDRT, walaupun 
sudah memahami berbagai hal mengenai anti KDRT. 
Melalui sosialisasi anti KDRT, masyarakat ingin lebih 
memperluas wawasan dan pemahaman mereka mengenai 
anti KDRT. Sehingga, jika ada pelaksanaan sosialisasi 
anti KDRT masyarakat/ibu akan hadir dan mengikuti 
kegiatan. 
Antusiasme pada pelaksanaan sosialisasi anti KDRT 
sangatlah tinggi, masyarakat yang diwakilkan ibu 
berharap sosialisasi anti KDRT tidak cukup dilaksanakan 
sekali pertemuan saja. Diperlukan banyak sosialisasi 
untuk benar-benar memahami materi anti KDRT secara 
utuh dan menyeluruh. Namun, materi anti KDRT adalah 
materi yang terbatas dan tidak berkembang seperti 
materi-materi lain yang dapat berubah dan diperbarui. 
Sehingga, untuk memahami materi anti KDRT sangat 
cepat dan tidak dibutuhkan waktu yang lama. 
Menurut Suprijanto (2005:11), ditinjau dari segi 
umur, seseorang yang berumur antara 16-18 tahun dapat 
dikatakan sebagai orang dewasa dan yang kurang dari 16 
tahun dapat dikatakan masih anak-anak. Maka sasaran 
dari pembelajaran harus dibedakan dengan jelas untuk 
memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran orang dewasa (andragogi) lebih 
menekankan pada membimbing dan membantu orang 
dewasa untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap dalam rangka memecahkan, masalah-masalah 
kehidupan yang dihadapinya. Untuk memahami anti 
KDRT tidak cukup mengerti secara teoritis saja, tetapi 
juga harus mampu dalam mempraktekannya. Sebagian 
besar masyarakat sudah mampu memahami segala hal 
mengenai anti KDRT tetapi belum tentu bisa menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan melalui 
sosialisasi anti KDRT, PKK hanya memberikan 
pengetahuan secara teoritis saja belum secara praktis. 
Melalui sosialisasi anti KDRT perlu diadakan 
ketrampilan dalam menyikapi tindakan KDRT tidak 
hanya terfokus pada pengetahuan secara teoritis. 
Selain itu, waktu yang dimiliki PKK Kelurahan 
Ketintang sangatlah terbatas. Terbatasnya waktu juga 
harus dibagi untuk berbagai kegiatan lain yang dinaungi 
PKK. Untuk mengadakan kegiatan sosialisasi anti KDRT 
tidaklah membutuhkan dana yang besar. Akan tetapi 
terbatasnya dana dan diharuskannya dana untuk dibagi 
dengan kegiatan lain membuat jarangnya pelaksanaan 
sosialisasi anti KDRT. Meskipun demikian, sosialisasi 
anti KDRT masih dianggap penting dalam menekan 
angka KDRT yang terjadi. KDRT terjadi pada orang 
yang benar-benar tidak memahami apapun tentang 
KDRT, maka disinilah peran PKK dalam memberikan 
pengetahuan tentang anti KDRT.  
Sejalan dengan Pidarta dalam (Suprijanto, 2005:57), 
hubungan dengan masyarakat, antara lembaga pendidikan 
dan masyarakat perlu ada hubungan yang harmonis, 
saling kerja sama, saling memberi dan saling menerima. 
Apabila terdapat hubungan yang harmonis, saling kerja 
sama, saling memberi dan saling menerima pada 
penyelenggaraan suatu kegiatan pembelajaran tentu akan 
mempengaruhi hasil belajar warga belajar. Pada saat ini 
hubungan PKK dengan masyarakat dalam rangka saling 
kerja sama, saling memberi sangatlah kurang. Kurangnya 
kerja sama ini dapat dilihat dari masyarakat kurang 
mengapresiasi PKK. Hal ini dikarenakan PKK sangat 
jarang melakukan suatu kegiatan dengan masyarakat, 
termasuk kegiatan sosialisasi anti KDRT. Minimnya dana 
dan terbatasnya waktu untuk pelaksanaan sosialisasi anti 
KDRT menjadi faktor utama. Selain itu, bantuan dari 
berbagai pihak seperti dana, alat, tempat kegiatan, dsb 
masih sangat jarang. Oleh karena itu, demi terlaksananya 
sosialisasi anti KDRT yang berjalan sesuai dengan tujuan 
diperukan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa 
bantuan dana, alat ataupun tempat kegiatan, dsb demi 
tercapai tujuan dari sosialisasi anti KDRT yakni 
memberikan pendidikan anti KDRT dan menekan angka 
kasus KDRT. 
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Pada penelitian ini terdapat kendala berarti yang 
dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi anti KDRT yakni 
terbatasnya alokasi waktu, minimnya dana sosialisasi anti 
KDRT, dan tidak adanya bantuan dari pihak/instansi lain. 
Sedangkan pada penelitian terdahulu yang pertama 
kurang baiknya antusiame masyarakat dan terbatasnya 
dana, penelitian kedua kurang baiknya antusiasme 
masyarakat dan minimnya dukungan dari pemerinyah, 
ketiga gejolak politik yang terjadi pada saat itu. 
 
PENUTUP 
Simpulan  
Simpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah : (1)Pelaksanaan pendidikan anti KDRT melalui 
sosialisasi dinilai baik karena PKK telah mencantumkan 
sosialisasi anti KDRT sebagai agenda kerjanya. Tetapi, 
sosialisasi jarang dilaksanakan setiap tahun bahkan tidak 
pernah sama sekali. Meskipun sosialisasi anti KDRT 
jarang dilaksanakan, PKK Kelurahan Ketintang tetap 
menyediakan kesempatan (waktu, tempat, solusi, dsb) 
kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi dan diskusi 
berbagai hal termasuk KDRT. Selain itu PKK juga tidak 
enggan mendengarkan permasalahan dan keluhan yang 
datang serta membantu menyelesaikan permasalahan jika 
diminta bantuan. Melalui sosialisasi anti KDRT, PKK 
mengajak untuk mencegah terjadinya KDRT dan 
mengajarkan wawasan anti KDRT kepada seluruh 
anggota keluarga. (2)PKK menemui kendala berarti 
dalam pelaksanaan sosialisasi anti KDRT yakni waktu 
yang dimiliki PKK sangatlah terbatas dan harus dibagi 
dengan kegiatan lain. Dana yang dimiliki PKK untuk 
pelaksanaan sosialisasi anti KDRT sangat kecil dan harus 
dibagi untuk kegiatan lain, serta tidak adanya bantuan 
dari pihak lain baik berupa bantuan dana, alat, tempat, 
dsb. Sebagian besar masyarakat/ibu sudah memahami 
berbagai hal mengenai anti KDRT, meski demikian 
antusiasme masyarakat untuk ikut hadir dan mempelajari 
materi anti KDRT masih besar.  
Saran 
Sebagian besar masyarakat memahami materi dan segala 
hal tentang anti KDRT, tetapi PKK hendaknya tetap 
melanjutkan pendidikan anti KDRT melalui kegiatan 
sosialisasi anti KDRT apapun kendalanya. Seharusnya 
sosialisasi anti KDRT tidak hanya ditujukan kepada 
orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak muda 
sebagai generasi penerus. Pada saat ini sasaran sosialisasi 
yakni ibu-ibu, sedangkan pelaku KDRT sebagian besar 
suami yakni pria. Oleh karena itu, perlu sosialisasi yang 
lebih luas dan merata kepada semua lapisan yang ada di 
masyarakat yang tidak terfokus pada orang dewasa dan 
ibu-ibu. 
Diperlukan upaya nyata dan serius dari berbagai 
pihak untuk ikut berpartisipasi, khususnya memberikan 
dukungan pada PKK Kelurahan Ketintang dalam 
kegiatan sosialisasi anti KDRT. Serta, perlu keseriusan 
dan langkah nyata dari pengurus dan anggota aktif PKK 
Kelurahan Ketintang untuk menjalankan pendidikan anti 
KDRT agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan.  
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